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PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

I SALINAN I 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PROVINS! PAPUA TENGAH 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yaitu membangun
masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan
pemekaran di wilayah Provinsi Papua;

b. bahwa pemekaran di wilayah Provinsi Papua perlu
memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk
mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan
pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta
mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua,
khususnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak,
Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten
Deiyai;

c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada
belum optimal dalam mewujudkan masyarakat adil,
makmur, dan sejahtera, khususnya di Kabupaten Nabire,
Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten
Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua
Tengah;

1. Pasal 18A, Pasal 188, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...
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2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROVINS! 
PAPUA TENGAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah adalah Gubernur
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah Provinsi Papua Tengah.

3. Pemerintah ...
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3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali

Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah kabupaten/kota.

4. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui

dan diberikan kepada Provinsi Papua dan provinsi-provinsi

yang berada di wilayah Papua untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar

masyarakat Papua sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya

disebut DPR Papua Tengah adalah lembaga perwakilan

daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu

6. 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua

Tengah.

Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah yang

selanjutnya disebut MRP Provinsi Papua Tengah adalah

representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki

wewenang tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak

Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan

terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan

pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan.

7. Provinsi Papua adalah daerah otonom 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 

sebagaimana

Tahun 1969

tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan

Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.

8. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah

orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri

atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/ atau orang yang

diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat

Papua.

BAB II ... 
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BAB II 
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, 

BATAS DAERAH, DAN !BU KOTA 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

Pasal 2 
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Provinsi Papua Tengah 
yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Bagian Kedua 
Cakupan Wilayah 

Pasal 3 
(1) Provinsi Papua Tengah berasal dari sebagian wilayah

Provinsi Papua yang terdiri dari:
a. Kabupaten Nabire;
b. Kabupaten Puncak Jaya;
c. Kabupaten Paniai;

d. Kabupaten Mimika;

e. Kabupaten Puncak;

f. Kabupaten Dogiyai;
g. Kabupaten Intan Jaya; dan

h. Kabupaten Deiyai.

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Undang-Undang ini.

(3) Cakupan pulau di Provinsi Papua Tengah tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.

Bagian Ketiga 
Batas Daerah 

Pasal4 
(1) Provinsi Papua Tengah mempunyai batas daerah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Waropen,
Kabupaten Mamberamo Raya, dan Teluk Cendrawasih;

b. sebelah ...
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b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lanny Jaya,
Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten
Asmat;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Aru; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kaimana

dan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat.
(2) Provinsi Papua Tengah memiliki kewenangan pengelolaan

sumber daya alam di laut provinsi, dengan ketentuan dan
tata cara penarikan garis batas kewenangan pengelolaan
sumber daya alam di laut provinsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan
dalam peta wilayah yang berkoordinat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(4) Penegasan batas daerah Provinsi Papua Tengah secara pasti
di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5 
(1) Dengan terbentuknya Provinsi Papua Tengah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi Papua Tengah
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua
Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

(2) Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua
Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta
dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi di sekitarnya.

(3) Pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi
Papua Tengah wajib menyesuaikan Rencana Tata Ruang
Wilayah dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Papua Tengah.

Bagian Keempat ... 
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Bagian Keempat 
!bu Kata

Pasal 6 
!bu Kata Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten
Nabire.

BAB III 
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Pasal 7 
Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan 
Provinsi Papua Tengah mencakup urusan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 
PEMERINTAHAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Peresmian Daerah dan Pelantikan Penjabat Gubernur 

Pasal 8 
Peresmian Provinsi Papua Tengah dan pelantikan Penjabat 
Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama 
Presiden paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang
Undang ini diundangkan. 

Bagian Kedua 
Pemerintah Daerah 

Pasal9 
(1) Gubernur dan Wakil Gubernur pertama kali dipilih dan

disahkan melalui tahapan pemilihan kepala daerah serentak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur definitif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik, Presiden
mengangkat Penjabat Gubernur dari pegawai negeri sipil
yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya
berdasarkan usu! Menteri Dalam Negeri dengan masa
jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Jika ...
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(3) Jika Gubernur dan Wakil Gubernur definitif belum dilantik
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Gubernur
untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama
1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur definitif belum
dilantik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat
Gubernur sampai dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur
definitif.

(5) Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, pembentukan perangkat daerah dan pengisian
perangkat daerah, memfasilitasi pembentukan MRP Provinsi
Papua Tengah, fasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan DPR Papua Tengah pertama kali serta tugas
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

(6) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan, pengawasan,
evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Gubernur
dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (5).

Pasal 10 

Pendanaan pertama kali pelaksanaan fasilitasi pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11 

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua
Tengah dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat
daerah, sekretariat DPR Papua Tengah, sekretariat MRP
Provinsi Papua Tengah, dinas daerah, badan daerah serta
unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan
kekhususan, kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat ...
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(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dibentuk oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah paling lama
3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga 
DPR Papua Tengah 

Pasal 12 
(1) DPR Papua Tengah terdiri atas anggota yang:

a. dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. diangkat dari unsur O AP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota DPR Papua Tengah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan
hasil pemilihan umum tahun 2024.

(3) Penetapan hasil seleksi anggota DPR Papua Tengah yang
diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Komisi Pemilihan
Umum menetapkan anggota DPR Papua Tengah yang terpilih
melalui pemilihan umum.

BABV 
MRP PROVINS[ PAPUA TENGAH 

Pasal 13 
Penjabat Gubernur Papua Tengah untuk pertama kalinya 
mempersiapkan dan bertanggung jawab memfasilitasi 
pembentukan MRP Provinsi Papua Tengah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 
APARATUR SIPIL NEGARA, ASET, DAN DOKUMEN 

Pasal 14 
(1) Gubernur Papua bersama Penjabat Gubernur Papua Tengah

mengatur dan melaksanakan manajemen aparatur sipil
negara, penyerahan aset serta dokumen kepada Pemerintah
Provinsi Papua Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Bupati ...
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(2) Bupati Nabire, Bupati Puncak Jaya, Bupati Paniai, Bupati
Mimika, Bupati Puncak, Bupati Dogiyai, Bupati lntan Jaya,
dan Bupati Deiyai bersama Penjabat Gubernur Papua
Tengah mengatur dan melaksanakan manajemen aparatur
sipil negara, penyerahan aset serta dokumen kepada
Pemerintah Provinsi Papua Tengah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Manajemen aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 6 (enam)
bulan terhitung sejak pelantikan Penjabat Gubernur.

(4) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diprioritaskan pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja OAP yang karena tugas
dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

(5) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun
terhitung sejak pelantikan Penjabat Gubernur.

(6) Manajemen aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) serta penyerahan aset dan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pemerintah
Provinsi Papua Tengah difasilitasi dan dikoordinasikan oleh
Menteri Dalam Negeri.

(7) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal
satuan kerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(8) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) meliputi:
a. barang milik daerah Provinsi Papua yang bergerak dan

tidak bergerak dan/ atau yang dikuasai atau
dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah
yang berada dalam wilayah Provinsi Papua Tengah;

b. barang milik daerah Kabupaten Nabire, Kabupaten
Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten lntan
Jaya, dan Kabupaten Deiyai yang bergerak dan tidak
bergerak yang telah diserahkan dan dimanfaatkan oleh
Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

c. badan ...
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c. badan usaha milik
kedudukan, kegiatan,
Papua Tengah;

daerah Provinsi Papua yang 
dan Jokasinya berada di Provinsi 

d. utang piutang Provinsi Papua yang kegunaannya untuk
Provinsi Papua Tengah; dan

e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Provinsi Papua Tengah.

(9) Dalam ha! penyerahan aset dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) tidak dilaksanakan atau belum
selesai dilaksanakan oleh Gubernur Papua, Bupati Nabire,
Bupati Puncak Jaya, Bupati Paniai, Bupati Mimika, Bupati
Puncak, Bupati Dogiyai, Bupati Intan Jaya, dan Bupati
Deiyai berdasarkan batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Menteri Dalam Negeri wajib menyelesaikan
penyerahan aset dan dokumen.

BAB VII 

ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN HIBAH 

Pasal 15 

(1) Provinsi Papua Tengah berhak mendapatkan alokasi transfer
ke daerah berdasarkan kemampuan keuangan negara dan
dilaksanakan sesum dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pembagian penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan
Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Tengah dan
kabupaten di Provinsi Papua Tengah dilakukan sesum
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 

(1) Pemerintah Kabupaten Nabire, Pemerintah Kabupaten
Puncak Jaya, Pemerintah Kabupaten Paniai, Pemerintah
Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Puncak,
Pemerintah Kabupaten Dogiyai, Pemerintah Kabupaten Intan
Jaya, dan Pemerintah Kabupaten Deiyai sesuai dengan
besaran kebutuhan dan kesanggupannya dapat memberikan
hibah untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

(2) Pemerintah ...
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(2) Pemerintah Provinsi Papua dapat memberikan hibah untuk
menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai
kebutuhan Provinsi Papua Tengah.

(3) Pemberian hibah oleh pemerintah kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan hibah oleh Pemerintah Provinsi
Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
terhitung sejak pelantikan Penjabat Gubernur Papua
Tengah.

(4) Penjabat Gubernur Papua Tengah menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
pemberi hibah dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan negara.

Pasal 17 
Penjabat Gubernur Papua Tengah berkewajiban melakukan 
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI 

Pasal 18 

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan 
fasilitasi terhadap Provinsi Papua Tengah dalam waktu 
3 (tiga) tahun sejak diresmikan. 

(2) Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan kewajiban Pemerintah Provinsi Papua,
Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten
Nabire, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Pemerintah
Kabupaten Paniai, Pemerintah Kabupaten Mimika,
Pemerintah Kabupaten Puncak, Pemerintah Kabupaten
Dogiyai, Pemerintah Kabupaten lntan Jaya, dan Pemerintah
Kabupaten Deiyai sebagaimana diatur dalam Undang
Undang ini.

(3) Menteri ...
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(3) Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pengawasan dan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi
dengan kementerian teknis terkait.

(4) Menteri Dalam Negeri menyampaikan perkembangan
pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) serta perkembangan pengawasan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 
(1) Sebelum terbentuknya DPR Papua Tengah untuk pertama

kali, Penjabat Gubernur Papua Tengah menyusun 
Rancangan Peraturan Gubernur tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah 
untuk tahun anggaran berikutnya. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan jumlah
anggota MRP Provinsi Papua Tengah untuk pertama kalinya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubernur yang ditetapkan oleh Penjabat
Gubernur Papua Tengah.

(3) Rancangan Peraturan Gubernur Papua Tengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setelah
mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

(4) Penetapan Peraturan Gubernur Papua Tengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal20 
Ketentuan mengenai pengisian jumlah kursi Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia, DPR Papua Tengah dan penetapan daerah pemilihan 
pada pemilihan umum tahun 2024 sebagai akibat dibentuknya 
Provinsi Papua Tengah diatur lebih lanjut dalam undang
undang mengenai pemilihan umum. 

Pasal 21 ... 
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Pasal 21 

(1) Ketentuan mengenai penataan aparatur sipil negara di
Provinsi Papua Tengah diatur dengan peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara dengan ketentuan khusus sebagai bentuk
afirmasi.

(2) Pengisian aparatur sipil negara di Provinsi Papua Tengah
untuk pertama kalinya dapat dilakukan dengan penerimaan:

a. calon pegawai negeri sipil OAP yang berusia paling tinggi
48 (empat puluh delapan) tahun;

b. pegawai honorer OAP yang terdaftar kategori II di Badan
Kepegawaian Negara menjadi calon pegawai negeri sipil
yang berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan

c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Undang-Undang m1 (1) Peraturan 
ditetapkan 

Pasal 22 
pelaksanaan 

paling lama 2 (dua) tahun terhitung 
harus 
sejak 

Undang-Undang ini diundangkan. 

(2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
juga terdiri dari jenis dan hierarki peraturan perundang
undangan yang berlaku dalam Otonomi Khusus.

Pasal 23 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar ... 
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Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Undang-Undang ini dengan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 

memerintahkan 
penempatannya 

pada tanggal 25 Juli 2022 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

JOKO WIDODO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 25 Juli 2022 

MENTER! SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

PRATIKNO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 158 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

Deputi Bidang Perundang-undangan dan 

·nistrasi Hukum,
4 

nna Djaman 
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PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PROVINS! PAPUA TENGAH 

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia antara lain yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun masyarakat 
Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu 
dilakukan pembentukan daerah baru. 

Pembentukan daerah baru di wilayah Papua tersebut perlu 
memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan 
pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan 
masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP, khususnya di 
Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten 
Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan 
Kabupaten Deiyai. 

Pengaturan mengenai Provinsi Papua Tengah perlu diatur dalam 
undang-undang tersendiri untuk mendorong perkembangan dan kemajuan 
di Provinsi Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten 
Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, 
Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai. Selain itu 
adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah pedalaman, 
dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan adanya pemekaran provinsi 
di Provinsi Papua Tengah serta memperhatikan kondisi wilayah yang secara 
geografis berada di wilayah pedalaman dan terisolir, dengan kemampuan 
ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas 
daerah, faktor pertahanan dan keamanan serta pertimbangan lainnya di 
Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten 
Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan 
Kabupaten Deiyai serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja 
dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi 
Papua Tengah, perlu ada penyesuaian wilayah yang masih termasuk dalam 
Provinsi Papua. Oleh karena itu, perlu disusun pembentukan daerah baru 
melalui Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. 

Pembentukan ... 
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Pembentukan daerah baru merupakan salah satu materi penting dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Papua. Dalam Undang-Undang tersebut, pembentukan daerah baru 
dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia tanpa melalui daerah persiapan sebagaimana diatur umumnya 
dalam peraturan perundang-undangan. 

Pembentukan Provinsi Papua Tengah sebagai salah satu upaya dalam 
menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan 
publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of controij 
pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip tata 
kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan 
memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Papua Tengah perlu 
melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan 
sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan 
sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Yang dimaksud dengan "peta wilayah" adalah peta yang disusun 
dengan kaidah informasi geospasial yang benar, yang memuat 
unsur informasi geospasial, batas daerah, dan unsur lain yang 
dibutuhkan yang dihasilkan dari proses yang akuntabel secara 
spasial. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Yang dimaksud dengan "cakupan urusan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan" adalah sebagaimana diatur di dalam 
undang-undang mengenai Otonomi Khusus Papua dan peraturan 
pelaksanaannya. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Pembentukan perangkat daerah diprioritaskan pada urusan 
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 
urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan 
pelayanan dasar. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 ... 
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Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Ayat (1) 
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Yang dimaksud dengan "manajemen aparatur sipil negara" antara 
lain penugasan, pengalihan, mutasi, dan/ atau rekrutmen serta
pengawasan sistem merit. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja OAP paling banyak 80% (delapan puluh persen). 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 
Ayat (8) 

Cukup jelas. 
Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Ayat (1) 

Kesanggupan memberikan hibah dinyatakan dengan nota 
kesepakatan hibah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 17 ... 
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Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

PRESIDEN 

REPUBUK INDONESIA 
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TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6804 
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PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN I 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 15 TAHUN 2022 
TENTANG 
PEMBENTUKAN PROVINS! PAPUA TENGAH 

PETA WILAYAH PROVINS) PAPUA TENGAH 

\.. 

't.! 
\ < . 

PROVl�I 
PAPUA BAR.AT,... 

KAB. KAIMAMA. 

SPECIMEN l
� 

134
°

57'5"E 

Laut Aru 

134
°

57'5"E 
KETERANGAN 

PHtlubungan 

SKALA 1 :3,600.000 

Mercator SUMBER DATA: 

136
°

27'30"E 

"" 

--....... 

136
°

27'30"E 

S.tHWilayah Wllayah AdmlnlltrHI 

::::::: �Kabo.iyai 

B"'"'K"'�•l"'llWKnl.a DK,,t,O<,gi1oi 
iu,..l(e.,.,,.__, DKablnlanJl,,/a 

��� ii=-= 
c::J Kab.P.-. 
C)Kab.Pur>c-. 

c? QKab."'-""J;tra 

� -Ptoyeksl 
SistemGrid 
Datum Horlsontal 

Graticule (Geografis) 
WGS-84 Peta Rupaburni Indonesia &li;a1a 1:50.000 tcrbitan Badan lnformasi GeOlilpuial, Peta Wilayah 

Admimstrasi Provin&i Papu.3 Tengah ska la 1 :550.000 se!'ta hasil kOfll)ilasi d.vi berbagai 
sumber data �ewil ayahoo melalui proses generaliMsi 

PROVINSI P.t.PIJA TENGAH 
A KA81..f'1'TENNII.BIRE 

l OISINIK NAU:Hl 
2. OISTRIK NW'A.N 
3 OISTRIK YAUR 
� OISlRll'.UW,',.AA 
5 DISTRIKWANG<lAR 
6 0I$TPIK !;jRIWO 
7 OISTRIK I.IAKIM 
8 OISTRIK THUKUM.t.R 
9 OISTRIK TELUK KIMI 

11.DISTR!K WAr>OCA 
1 2 .  OISTRI!< W.EtRE B.-.RAT 
n OISTRIK MOORA 
14UISllllKOI� 
15 DISTRIK MENOU 

10 DISTRIK GU RAGE 
11 OISTfllKIIHMUI.I 
1 2 .  OISTRIK MUARA 
13 DISTRIK I1..AMBURAWI 

15.0ISTRIKLUUO 
18. DISTRIKMOlANIKI1.IE 
17 DISTRIK()Ol(OME 
18 DISlRIKKIILOMl: 
1901STRIKWl>NM 
20 OISTIUK YAl.l()N(RI 
11 IIISTRIKWA,GI 
2 2 .DISTRIKNIOCA 
23 DISTRIKGU81JME 
24 DISTlllK IA(ihNOMIII\K 
2 5 .  DISTRIKOACAl 
2e DISTRIK KfYAGE 

1. OISTRlK PAMAI TIM\J!'I: 
1 OISTR•l(PANIAIIIAJIAT 
l. OISTRIKARAOIOE 
• D!STRIKSOGABAIDA 
�- l)!Slltll( lillUllA 
6. OISTRIK OUMAOAMA
7.D!STR!KSIRJWO 

8-.0ISlRI1(1(£80 
9 .  DISlRIK YATAMO 

10 ()ISTRCKrKAmm: 
I I . OISTRIK W ECEE t.11.JKA 
12. OISTRIK WEGEE BINO 
\l. l.)ISll(ll(PIJG()llAGI 

15. OISTRlK NAKAMA 
14.DISTRlK TELUKOEYA 
11.DISrRII( YAGAI 18.DISTRlK YOUTADI 
1�. OISTRIK BAYA BIRU 
2(1 DISTR:IKOrlYAI MIYO 
21. DISTRIK OOCOMO 
22 DISTR:IKAWEIDA 
n. OIS1HIK1(WlYAl 

0 l(A(JUPATf_NMIMIAA 
I. OISTRIK MIMIKO.l!ARU 
1 Dl$1tt1KAGCMUG4 
3.0ISTRIK MIMIKA TIMUR 
• DISTR:IK MIMIKABARAT 
<> UISll!U(.11to\ 
11.DISTRIKJIU. 
7.0ISTRIKMll-!IKATIMURJAUH 
8 DI STRI K MIMIK.I, TENG,,t,H 

inan aesual dengan aalinya 
RIAN SEKRETARIAT NEGARA

BLIK INDONESIA 
Perundang-undangan dan 
i ·straai Hukum, 

• 

··re

9 .  OISTRIK KUAf.A Kl:NCMA 
10 OISTRIK ffMJlAC'.APVAA 
II. OISTIU( MIJAIKA BARAT JAW! 
12. OISTRIK MIMIKA BARAT TE'IGAH 
13 OISfl<IK KW"'1,IKI NAHAM/1 
I•. OISTRIK HOYA 
1!>. DISTR!K IWAKA 
180ISTRIKWANl,t, 
17.0ISTRIKi',MAA 
18. OISTRIK ALAMA 
E K.,1,6\)P.,1,f[NP!Jt,,'C.1,K 
1.0ISTRIKILACA 
2 OISTRIK W,t,NGBE 
3.0ISIKIKULO<l.'. 
�- OISTRJK OOUfO 
�- OISTRIK POOOM,t, 
6.DISTRIKSl'IM 
1 .  OlSTRtKAGANO UGUME 
8 DISIRIK GOWf 
9 .  DISTRIK OEl'!VOS 

10.0ISTRIKSEOG,t, BAA.AT 
11. OISINII( HLOGI\ !!MUil 
W. OISfl<II( OGIIMh.'IIM 
13.0ISTRIKKEMSRU 
1• OISHUKBil',,t, 

137
°

57'55"E 

KAB. SARMI 

KAB.A.SMAT 

137
°

57'55"E 

1. Undang-Undm1g No. 12Tahun 1969tentang P ernbent.ikan Propinsi Otonom lriar1 Baratdan 
Kll.bupaten-Kebupaten Otonomdi Propinsi lriM Barnt 

2 Unda ng-und1:1ng No. 45 Tllhun 1999 teot1:mg Pernbenk.lkan Propin111 lnan Jeya Teng11h, Propinsi 
ha n Jaya 8.lrat, Kab<.i1�tM Pani;:li, K<1t:oupa1en M imilc;:., Kat:iop;,i&n P uneak Jaya, d;:w", Kola 
"""" 

3 Und;mg-undang No. 7 Tllhun 2008 !8'11<1"'9 P e mbe<lluk!lfl K1:1bupa1on Punca� di Provi n111 Papu1:1 
4. Unda ng-und11119 No. 8 Tilhun 2008 lcntar,g Pombcntukan Kabupatcn Oogiya i di ProvinM Papu a 
5 Undang--undang No. 54 Tahun 2008 te!llang P ernbentukan Kabupaten lntan Jaya di Pfw.isi 

Papua 
6. Und.nng-undang N o _  55 Tllhun 2008 tentang Pernben�kan Kllbupaten Deiyai di Pro\linSI Paput1 
7 Undang-undang No. 23 Tllhun 2014 tentang Perne-rinl!lh!lrl Daerah 
8 Undiing-.undang No. 2 Tllhun 2021 tent;:ing Perut,ahan KOOUa a11,s Undang-undang No. 21 

Tahun 2001 1cntang 0:ooorni Khus.us bagi Provinsi Papua 
9 Peraturan Menteri Oal arn NegefiNo. 141 Tahun 2017 tentang Pen egasan Batas Oaerah 

15. OISTRII< SINM BARAT 
11 1 .  OISTRt( MAGE'ABIN.E 
11 OISTNll<Yt)GUMlJ,\K 
1 8 .  OISTRIK IU.CAUTAAA 
19. OISTRt(MAIIUGI 
:10.UISTNll<Ot.lUll.h\ 
21 UISINll(L.N,,llJLWI 
22. OISTRt( ONER! 
23 OISTI'tt(AMIJNGIVril.PtA 
24 OISTNIK GOME UlARA 
25 .  OISTRt( ERELMAKAWIA 

f. M8UPAlEN DOOVAI 
1 OISTRIKKAW 
�- OISH'IIK IMf'IA 
3 .  OISTRJK P'IVAIYE 
• OISTRIK AAW UT AAA 
S .  OISTRIK SUKIKAI SELATAN 
e. OISTI'IIK W.P!ABAAAT 
1 UISTRIKMMUSCIAT-'N 
8 .  OISTRIK KAMU Tll,IUR 
9 .  OISTRIK MIi.PiA TENG.AH 

10 OISINt(IXX»Y,\I 

G. KASUPATEN INTA.'IJA"fA 
1.DISTRIKSJJGAPA 
2. DIST RIK HOME YO 
S. OISTRII( WANO.I.I 
4, OlSTRII( SjANOO()A
5.0ISTR!K.-.GISIGA 
B.UISINIKIIIIJ\(}O'A 
f UISTNIKUCm,1I14 
8 .  DISTR!KTOMOS!CA 

H. KA81JPATENOEIl'Al 
1 O!STR!KTIC,I 
2. O!STRIK TICI TIMUR 
3.  OlSTRIK SOWOB400 
4 OIStNJK 11(.1 UAIIA1 
S.OISTR!KKN'IRAYA 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

ttd. 

JOKO WIDODO 



PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN II 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PROVINS! PAPUA TENGAH 

DAFTAR PULAU DAN KOORDINAT 

NO. NAMA PULAU KOORDINAT 

Kabupaten Nabire 

l. Pulau Aamone 03"01'35.57" S 134'49'39.58" T 

2. Pulau Ahe 03'05'20.51" S 135'33'41.37" T 

3. Pulau Ahiba 03'05'39.12" S 135'37'19.72" T 

4. Pulau Ajawawa 02'52'44.13" S 134'51'26.95" T 

5. Pulau Anggrameos 02'42' 15.00" S 134'49'59.99" T 

6. Pulau Bon 02'59'25.00" S 134'51'25.99" T 

7. Pulau Botre 02'52'55.24" S 134'51'23.0l" T 

8. Pulau Botre Kecil 02°52'56.46" S 134°51'20.31" T 

9. Pulau Bumbui 02'54'41.27" S 134'48'13.41" T 

10. Pulau Deniaje 02'58' 16.00" S 134'50'30.00" T 

11. Pulau Hariti 03'05'08.99" S 135'37'09.99" T 

12. Pulau Here 03'05'51.00" S 135'35'56.00" T 

13. Pulau Here Uti 03'05'39.71" S 135'36'13.21" T 

14. Pulau Hinabua 02'54'50.06" S 134'49'40.48" T 

15. Pulau Iwowaje 03'09'46.00" S 134'53'26.99" T 

16. Pulau Kabuai 02'32'48.00" S 134'53'02.00" T 

17. Pulau Kaririai 02'52'46.08" S 134,4g•21.oo" T 

18. Pulau Kikir 03'02'29.34" S 134'51'26.39" T 

19. Pulau Kumburi 03'00'33.99" S 135°03'24.00" T 

20. Pulau Kunure 03'05'46.64" S 135'36'2 l.2 l" T 

21. Pulau Kuwam 02'16'34.00" S 134'51'54.00" T 

22. Pulau Madiana 02'53'06.40" S 134'51'14.92" T 

23. Pulau Mangga 03'09'51.76" S 134'53'38.03" T 

24. Pulau Manimaje 03'03'37.55" S 134'50'22.31" T 
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25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45, 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

SK 
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NAMA PULAU 

Pulau Marua 

Pulau Mora 

Pulau Mowirin 

Pulau Nu Buri 

Pulau Nu Mini 

Pulau Nuta Barita 

Pulau Nuta Utita 

Pulau Pepaya 

Pulau Purure 

Pulau Rage 

Pulau Ratewa 

Pulau Roene 

Pulau Rori 

Pulau Roriegi 

Pulau Rorobo 

Pulau Runggawor 

Pulau Sariwe 

Pulau Si 

Pulau Warahire 

Pulau Waru 

Kabupaten Miml.ka 

Pulau Amamapare 

Pulau Anjing 

Pulau Awatiri 

Pulau Bidadari 

Pulau Puriri 

Pulau Y apero 

sesuai dengan aslinya 

N SEKRETARIAT NEGARA 
LIK INDONESIA 
rundang-undangan dan 
strasi Hukupi, 

ii anna Djaman 

KOORDINAT 

03° 14'38.20" S 134°51'55.62" T 

02°55'36.99" S 135°42' 16.99" T 

03'04'58.79" S 135°34'57.08" T 

03'17'23.47" S 135° 05'36.63" T 

03°06'02.13" S 135°35'10.00" T 

03°06'07.99" S 135° 09'25.99" T 

02°56' 10.00" S 135°43'48.00" T 

03'12'55.00" S 135'04'50.99" T 

02°59'17.12" S 134°51'00.33" T 

03 °02' 12.13" S 134"50'18.31"T 

02°56'55.14" S 135°45' 14.70" T 

03•05·s1.oo" s 135"37'32.99" T 

03°02'57.99" S 134°51'42.00" T 

02°52'45.00" S 134°49'27.00" T 

02°23'43.00" S 134°57'42.99" T 

03°03' 10.00" S 134°51'46.00" T 

03'02'43.00" S 135°47'04.99" T 

03°09'11.99" S 135°39'28.00" T 

03°06'16.99" S 135°32'48.99" T 

03°05' 12.15" S 135°35' 18.49" T 

04°50'52.00" S 136°46'53.00" T 

04°54'45.07" S 136°52'55.27" T 

04°53' 14.97" S 136°47' 14.34" T 

04°53'48.82" S 136°47'45.94" T 

04°54'41.94" S 136°49' 11.48" T 

05°02' 11.05" S 137°11'19.47" T 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

JOKO WIDODO 


